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omnas HAM:
Uji UU MD3 ke

Komnas HAM menilai sejumlah norma di UU MD3 perlu dibawa ke MK.
Hingga Jumat, MK telah menerima dua permohonan uji materi.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Na-
sional Hak Asasi Manusia
mengingatkan agar warga nega-
ra menggunakan haknya untuk
mengajukan uji materi terhadap
Undang-Undang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD hasil revisi.
Sejumlah norma di dalam un-
dang-undang tersebut dinilai
menghambat kebebasan ber-
ekspresi dan berpendapat serta
partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan.

Padahal, kebebasan bereks-
presi merupakan sebuah kema-
juan dalam iklim pembangunan
berbasis demokrasi dan HAM
yang dicapai sejak Reformasi
bergulir.

”Melihat posisi UU MD3 se-
perti itu, penting bagi setiap
orang untuk menggunakan hak
uji kepada Mahkamah Konsti-
tusi (MK) agar kepentingan ne-
gara lebih luas bisa dijaga, ter-
masuk menyelamatkan kepen-
tingan negara,” kata Komisioner
Komnas HAM Choirul Anam,
Jumat (23/2), di Jakarta.

Dalam hidup berdemokrasi,
lanjut Choirul Anam, hal pen-
ting yang harus dijaga adalah
kebebasan berekspresi dan ber-

‘partisipasi dalam pemerintah-

an. Tak hanya untuk memas-
tikan tata kelola negara dila-
kukan dengan baik, hal itu juga
penting untuk memastikan bah-
wa pilihan-pilihan arah pem-
bangunan negara diarahkan ke-
pada pembangunan yang ber-
orientasi pada Kkesejahteraan
rakyat secara luas.

Hingga kemarin, MK telah
menerima permohonan uji ma-
teri dari dua pihak, yaitu Forum
Kajian Hukum dan Konstitusi
(FKHK) dan Partai Solidaritas
Indonesia (PSD.

PSI yang mendaftarkan per-
mohonannya padaJumat mem-
persoalkan - konstitusionalitas
Pasal 73 Ayat (8) dan (4) huruf a
dan. ¢, Pasal 122 huruf k, dan
Pasal 245. Selain menghambat
kebebasan berpendapat, tiga pa-
sal di dalam UU MD3 yang telah
disahkan DPR pada 12 Februari
itu dianggap berpotensi meng-
kriminalkan rakyat.

Pasal 73 UU MD3 mengatur *

tentang upaya paksa yang bisa
dimintakan anggota DPR kepa-
da pihak kepolisian terhadap
orang-orang yang diduga men-
cemarkan nama baik atau
menghina martabat anggota
DPR. Adapun Pasal 122 me-
mungkinkan Mahkamah Ke-
hormatan Dewan (MKD) meng-
ambil langkah hukum apabila
diduga ada orang mencemarkan
martabat anggota DPR.. Pasal
lainnya, yakni Pasal 245, juga
dinilai keterlaluan karena mem-
berikan hak kekebalan hukum
kepada DPR, antara lain dengan
menghidupkan kembali meka-
nisme izin kepada MKD untuk
memeriksa anggota DPR.
”Kami melakukan jajak pen-
dapat di media sosial dan 97
persen responden mengingin-
kan kami untuk mengajukan uji
materi ke MK. Selain itu, kami
melihat secara materi, substansi

UUD MD3 ini bertentangan de-
ngan konstitusi,” tutur Kama-
ruddin, Koordinator Bidang
Hukum PSI, ketika mendaftar-
kan uji materi di Gedung Mah-
kamah Konstitusi. .

Pemidanaan

UU MD3 itu dinilai telah
memberikan posisi yang kuat

" kepada DPR. Di sisi lain, UU

tersebut juga menempatkan
MKD seolah menjadi badan yu-
dikatif karena bisa melakukan
tindakan hukum kepada rakyat
yang mencemarkan nama baik
atau menghina martabat anggo-
ta DPR. Dengan kewenangan
yvang ada di dalam UU MD3,
DPR juga bisa memanggil dan
meminta keterangan - dari rak-
yat.

”Ini berbahaya sebab DPR itu
adalah lembaga demokrasi dan
politik yang merepresentasikan
kehendak masyarakat. Bagai-
mana mungkin rakyat yang me-
milihnya bisa dipidanakan oleh
orang yang dipilih. Ini adalah
kemunduran di dalam *demo-
krasi di Indonesia. Selain itu,
pasal lainnya juga menunjukkan
DPR ini kelihatannya antikri-
tik,” tutur Kamaruddin men-
jelaskan.

Revisi UU MD3 itu belum
bisa diundangkan karena belum
ditandatangani Presiden Joko
Widodo. Menurut ketentuan
konstitusi, jika Presiden tidak
menandatangani, UU MD3 se-

cara otomatis berlaku 30 hari .

setelah disepakati bersama oleh

pemerintah dan DPR dalam Ra-
pat Paripurna DPR.

Sementara itu, di sela acara
Rakernas PDI-P di Denpasar,
Bali, Jumat, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Yasonna
Laoly mempersilakan jika pub-
lik ingin menggugat pasal-pasal
di UU MD3 ke MK.

”Saya sendiri sudah ingatkan
ke DPR bahwa pasal-pasal itu
berpotensi digugat di MK. Na-
mun, ya, namanya juga dinami-
ka politik. Kalau tidak: begitu,
bisa-bisa satu tahun undang-un-
dangnya tidak jadi-jadi,” kata
Yasonna.

Juru Bicara MK Fajar Lakso-
no Soeroso mengatakan, peng-
adilan tidak boleh menolak per-
kara. Artinya, semua permo-
honan uji materi yang masuk di
Kepaniteraan MK harus sampai
ke tangan hakim untuk diperik-
sa.
”Hakimlah nanti yang me-
mutuskan tindak lanjut terha-
dap permohonan uji materi itu.
Dalam perkembangannya, di te-
ngah pemeriksaan permohonan
uji materi, bisa saja ada permin-
taan perbaikan permohonan
oleh hakim,” katanya.

Kamaruddin mengatakan,
PSI sudah menghitung ada wak-
tu perbaikan permohonan sela-
ma dua minggu. Dalam waktu
dua minggu masa perbaikan
permohonan itu, PSI memper-
kirakan revisi UU MD3 itu telah
diundangkan, atau telah mema-
suki masa 30 hari otomatis ber-
laku. (REK/MDN/AGE)
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